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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 





Nama Huruf Latin Nama 




ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik 
dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ii 
 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik 
dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik 
dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik 
dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik 
dibawah) 
ع „ain  apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah   Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء   an  t rl tak  i awal kata m n ikuti vokaln a tanpa  i  ri 
tan a apa pun   ika ia t rl tak  i t n a  atau  i ak ir  maka  itulis   n an 




Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a A 
َ ا Kasrah i I 
َ ا ḍammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥa   an 
     
ai a dan i 
 َو fatḥah dan 
wau 
au a dan u 
Contoh: 
فيك : kaifa 







Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 









 َي… / َ ا 
…. 
Fatḥa   an ali  
atau      
  a dan garis 
di atas 
ي Kasra   an    ī i dan garis 
di atas 





ت ام : m ta 
ًمر : ram  
ميق : qīla 







4. Tā marbūṭah 
Tramsliterasi untuk tā’ mar ūṭah ada dua yaitu: tā’ mar ūṭah yang 
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
adalah (t). sedangkantā’ mar ūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ mar ūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka tā’ mar ūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭ  l 
ةهض افنا ةىيدمنا : al-ma īna  al-  ḍilah 
ةمكحنا  : rauḍah al-aṭ  l 
5. Syaddah (Tasydīd) 
S a  a  atau tas  ī   an   alam sist m tulisan Ara   ilam an kan 
  n an s  ua  tan a tas  ī    ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
اىبر : ra  an  
اىيجو : najjain  
قحنا : al-ḥaqq 
معو : nu”ima 
ودع : „ uwwun 
Jika huruf  ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 




يهع : „Ali   ukan „Ali   atau „Al   
يبرع : „Ara ī   ukan „Ara i   atau „Ara    
 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  
لا  ali  lam ma‟ari a    Dalam p  oman translit rasi ini  kata san an  
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
Contoh : 
سمشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةن زنازنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسهفنا : al-falsafah 
دلابنا : al-  il  u 
7. Hamzah. 
Aturan translit rasi  uru   amza  m nja i apostro    „    an a   rlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta‟murūna 
vii 
 
عىىنا : al-nau‟ 
ءيش : s ai‟un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an   ari al-Qur‟ n   Al am ulilla   
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓil l al-Qur‟ n 
Al-Sunnah qabl al-ta wīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Alla ”  an   i a ului partik l s p rti  uru  jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍ  ilai    rasa nominal    itranslit rasi 
tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
الله هيد     īnull    الله اب   ill   
Adapun tā’ mar ūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jal la    itranslit rasi   n an  uru   t  conto :  
 مهههنا ةمحر يف   um  ī raḥmatill   
10. Huruf Kapital 
viii 
 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). contoh: 
Wa m  Muḥammadun ill  rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‟a linn si lallaẓī  i  akkata mu  rakan 
Syahru Ramaḍ n al-lażī unzila  i  al-Qur‟ n 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
A ū Naṣr al-Far  ī 
Al-Gaz lī 
Al-Munqiż min al-Ḋal l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 
A ū   apak  ari  s  a ai nama k  ua t rak irn a  maka k  ua nama t rak ir 
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 
referensi. Contoh:  
ix 
 
A ū al-Walī  Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 
A ū al-Walī  Muḥamma    ukan: Rus    A ū al-Walī  Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥ mi  A ū Zaī    itulis m nja i: A ū Zaī   Naṣr Ḥ mi    ukan: 
Zaī   Naṣr Ḥ mi  A ū   
 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥ na ū wa ta‟ l  
saw.  : ṣallall  u „alai i wa sallam 
M  : Masehi 
QS…/…: 4 : QS al-Baqara /2: 4 atau QS Āli „Imr n/3: 4 





 اما .نيعمجا  هبحصو  هـلا  ىلعو , نيلسرملاو  ءايــبنلأا فرشا ىلع م لاـسلاو  ة لاصلاو  نيـملاعلا بر لله دمحلا
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NAMA : EKA AGUSRIANI SYAMSUR 
NIM  : 10500113257 
JUDUL :TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP 
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEKOLAH DI KABUPATEN 
GOWA  
 
Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu bagaimana 
tinjauan sosiologi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah di 
Kab.Gowa. Kemudian dijabarkan dalam submasalah yaitu 1) Apakah faktor-faktor 
yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak sekolah di 
Kabupaten Gowa, 2) Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh anak sekolah di Kabupaten Gowa, 3) Bagaimana upaya dan peranan 
aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas Oleh anak sekolah di 
Kabupaten Gowa. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Field Research kualitatif. 
Penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap salah satu Polantas Polres 
Gowa. Matode yang digunakan adalah penelitian lapangan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan tingginya 
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah yaitu faktor keluarga, faktor 
pendidikan dan sekolan dan faktor pergaulan atau lingkungan kemudian pelanggaran 
lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah masih sering terjadi dan upaya yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain upaya preventif yaitu melakukan 
sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas dan upaya represif yaitu untuk menindak 
langsung anak sekolah yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk 
memberi efek jerah terhadap anak sekolah yang melakukan pelanggaran. 
Implikasi dari penelitian ini adalah saya berharap agar kedepannya pihak 
Satlantas mengupayakan dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan tertib berlalu lintas 
dan upaya represif yaitu untuk menindak langsung anak sekolah yang melakukan 
pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jera terhadap anak sekolah 






A. Latar Belakang Masalah 
Di era globalisasi saat ini manusia dituntut untuk mempunyai mobilitas yang 
tinggi, khususnya pada daerah perkotaan yang masyarakatnya setiap hari selalu 
bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
seperti pergi kekantor untuk bekerja, pergi sekolah, kuliah, dan melakukan aktivitas 
lainnya. Banyak masyarakat menggunakan jalur darat (jalan raya) untuk melakukan 
mobilitasnya karena jalan raya merupakan jalur perhubungan yang efektif mudah. 
Jalan raya merupakan suatu infrastruktur perhubungan darat (dalam bentuk 
apapun), meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Bangunan pelengkap ini 
meliputi gedung-gedung pemerintahan (kantor polisi, pos polisi, rumah sakit, dan lain 
sebagainya) dan perlengkapan seperti (lampu traffic light, pagar penghalang kereta 
api, rambu-rambu lalu lintas, dan lain sebagainya). Selain itu jalan mempunyai 
peranan penting dalam segala bidang, termasuk menjadi salah satu kebutuhan dasar 
bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, manusia 
berlalu lintas dengan menggunakan jalan raya haruslah teratur dan tertib. Akan tetapi 
di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan 
terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa 
2 
 
banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi setiap hari yang mengakibatkan 
hilangnya, manusia, cederanya manusia dan kerugian secra material
1
 
Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum 
terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini 
sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan 
semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan 
yang beraneka ragam dan pertambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat 
dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai 
masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, hal itu di picu 
dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan raya yang dilakukan 
oleh pengguna jalan baik yang berstatus dewasa maupun anak kecil (anak sekolahan). 
Mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh anak sekolah, banyak sekali 
pengemudi yang usianya masih di bawah umur mengemudikan kendaraan bermotor, 
dan disitulah banyak pula anak-anak di bawah umur yang mengemudi kendaraan 
bermotor rentan mengalami kecelakaan. Dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 
tentang lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa karena kelalaian pengemudi 
terdapat pasal 310 ayat 4 yakni “Dalam hal kecelakaan sebagaimana di maksud pada 
ayat 3 (kelalaian) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 12.000.000 serta 
mengenai pengemudi di bawah umur tercantum pada pasal 77 ayat 1 yakni ”setiap 
orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat mengemudi 
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sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan” pada ketentuan dua pasal 
tersebut terlihat jelas tidak adanya pasal yang menegaskan hukum.
2
 
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 
undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang 
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin 
mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu 
pasal 7, pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat 
izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM 
D. 
Di Makassar sendiri, pelanggaran lalu lintas semakin memperihatinkan 
terutama di Kabupaten Gowa. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di daerah tersebut 
berbanding lurus dengan kecelakaan lalu lintas. Seringkali dijumpai permasalahan 




Adapun pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas 
adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM 
atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap 
sudah membudaya dikalangan masyarakat terkhusus bagi anak sekolah yang ada di 
Kabupaten Gowa. Pelanggaran lalu lintas dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi 
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masyarakat pengguna jalan, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas 
dijalan raya oleh pihak yang berwenang.
4
 
 Sampai sekarang masih banyak juga ditemukan masyarakat yang masih 
kurang paham tentang lalu lintas sehingga banyak didapati masyarakat awam yang 
tidak memakai alat keselamatan saat berkendara. Didaerah sekitar Kabupaten Gowa 
sering didapati atau terlihat masyarakat yang tidak memakai alat keselamatan saat 
berkendara dikarenakan tidak adanya polisi disekitar jalan raya sehingga kecelakaan 
pun sangat sulit untuk dihindari. Akan tetapi, hal ini dapat dihindari jika adanya 
kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan peran penting dari pihak kepolisian. Bukan 
hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi anak sekolah yang 
masih di bawah umur, tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas sangat rendah. 
Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, sebab dalam banyak 
kasus yang kita dapati begitu mudahnya orang tua memberikan kendaraan kepada 
anak-anaknya dan tidak terbatas dilingkungan tempat si anak menetap, tetapi juga 
membolehkan anak membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi 
apapun adalah tidak dibenarkan seseorang siswa membawa kendaraan karena mereka 
belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).
5
 
 Dalam rangka pembinaa lalu lintas jalan, sebagaimana dimaksud dalam uraian 
diatas, diperlukan penetapan suatu aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku 
secara nasional serta dengan mengingat ketentuan lalu lintas yang berlaku secara 
internasional. Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi dikota-kota besar adalah 
                                                          
4
 Kepolisian Republik Indonesia, Fungsi Tehnis Lalu Lintas, (Semarang: Kompotensi Utama, 
2009), h. 6. 
 
5
 Soejono soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah  Sosial, 
(Bandung: Citra Aditya, 1989), h. 57-58. 
5 
 
masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas 
selalu meningkat. Perkembangan lalu lintas yang semakin meningkat sangat pesat 
keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari teknologi modern dan perwujudan 
perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi 
pengaruh baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Berdasarkan uraian 
tersebut, maka penulis tertarikuntuk mengadakan penelitian dengan judul 
“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU 



















B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan, yang 
menjadi pokok permasalahan ialah ”Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pelanggaran 
Lalu Lintas oleh Anak Sekolah di Kabupaten Gowa”, maka penulis dapat 
merumuskan sub masalah sebagai berikut: 
1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas 
yang dilakukan anak sekolah di Kabupaten Gowa?  
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak 
sekolah di Kabupaten Gowa? 
3. Bagaimana upaya dan peranan aparat kepolisian dalam menanggulangi 
pelanggaran lalu lintas Oleh anak sekolah di Kabupaten Gowa? 
C. Tujuan Dan Kegunaan 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas 
yang dilakukan anak sekolah di Kabupaten Gowa. 
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh 
anak sekolah di Kabupaten Gowa. 
3. Untuk mengetahui Upaya Dan Peranan Aparat Kepolisian Dalam 
Menanggulangi Pelanggaran Lalu lintas Oleh Anak Sekolah di Kabupaten 
Gowa.  
Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah: 
1. Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 




2. Sebagai pengetahuan untuk mempertimbangkan pemecahan masalah bentuk-
bentuk pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak sekolah di 
Kabupaten Gowa. 
3. Sebagai bahan pengetahuan tentang Upaya Dan Peranan Aparat Kepolisian 
Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu lintas Oleh Anak Sekolah di 
Kabupaten Gowa. 
D. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Berdasarkan judul skripsi di atas peneliti memfokuskan penelitiannya 
mengenai pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah. 
Mengenai pengambaran focus penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah 
pelanggaran lalu lintas. Jadi, pelanggaran lalu lintas  adalah pelanggaran terhadap 
persyaratan administrasi/ pelanggaran terhadap persyaratan tehnis oleh pemakai 
kendaraan terutama anak di bawah umur sesuai ketentuan peraturan perundangan lalu 
lintas yang berlaku. 
2. Deskripsi Fokus 
Dalam Undang-Undang Lalu lintas No.23 Tahun 2009 tentang pelanggaran 
lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang marak terjadi dikalangan anak sekolah ada 
berbagai macam seperti : tidak memiliki STNK (surat tanda nomor kendaraan) ,SIM 







E. Kajian Pustaka 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literature yang berkaitan 
dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut: 
Christine S.T. Kansil, dalam bukunya Disiplin berlalu lintas di jalan raya. 
Buku ini membahas tentang pengertian pelanggaran dan lalu lintas di jalan raya dan 
tindakan remaja yang bertindak sesuai dengan 4 aspek disiplin berlalu lintas yakni 
pemahaman tentang peraturan lalu lintas, tanggung jawab atas keselamatan diri dan 
orang lain, kehati-hatian dan kesiapan diri serta kondisi kendaraan. Faktor yang 
mendorong disiplin berlalu lintas antara lain peran polisi lalu lintas, peran orang tua 
dan sarana prasarana lalu lintas 
Arif Grosita, dalam bukunya tentang masalah perlindungan anak. Arif 
Grosita mengungkapan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah 
suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak 
dan kewajibannya. Sedangkan pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak 
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Selain itu dalam undang-undang ini diatur pula tentang hak dan 
kewajiban anak (Pasal 4-Pasal 19), pihak-pihak yang berkewajiban dan bertanggung 
jawab dalam pemberian perlindungan (Pasal 20- Pasal 26), penyelenggaraan 
perlindungan (Pasal 42- Pasal 71) dan hal-hal lain yang berkaitan dengan 
perlindungan anak yang diatur dalam undang-undang ini. 
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H. Zainuddin Ali, dalam bukunya mengkaji secara panjang dan lebar dasar 
dan pentingnya yang terkandung dalam sosiolgi hukum . Semua dituangkan secara 
utuh,runtut, dan jelas, fakta-fakta historis terkait kepatuhan hukum dalam masyarakat, 
dengan contoh-contoh kasus penerapan aturan hukum. Semuanya dituangkan secara 
luas dan padu umtuk memberikan gambaran sejauh mana sosiologi hukum 
memainkan peran mengubah sikap masyarakat untuk menjunjung tinggi aturan-aturan 
hukum positifdi Tanah Air. 
Christine S.T. Kansil, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana. Christine mengungkapkan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang 
mengatur tentang cara bagaimana atau menyelenggarakan Hukum Pidana Material, 
sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus 
dilaksanakan. Hukum Acara Pidana di Indonesia saat ini telah diatur dalam satu 
undang-undang yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), yakni Undang-Undang No.8/1981, berlaku sejak 31 Desember 1981 
Skripsi Eka Handayani Universitas Hasanuddin Tinjauan Sosiologi Hukum 
Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah di Kota 
Pangkep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh anak sekolah masih sering terjadi dan upaya yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian antara lain upaya preventif yaitu melakukan sosialisasi penyuluhan 
tertib berlalu lintas dan upaya represif yaitu untuk menindak langsung anak sekolah 
yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jerah 
terhadap anak sekolah yang melakukan pelanggaran. kemudian faktor-faktor yang 
menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah 
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A. Tinjauan Umum Sosiologi Hukum 
1. Pengertian Sosiologi  
Sosiologi (1839), berasal dari kata latin socius yang berarti “kawan” dan logos 
yang berarti “kata” atau “berbicara”. Jadi sosiologi berarti “berbicara mengenai 
masyarakat”. Bagi Comte sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan 
umum yang merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan sosiologi harus di 
bentuk berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat bukan merupakan spekulasi. 




a. Sosiologi bersifat empiris, ilmu pengetahuan itu didasarkan pada observasi 
terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasinya tidak bersifat spekulatif. 
b. Sosiologi bersifat teoretis, ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha menyusun 
abstraksi dari hasil observasi dan menyusunnya menjadi sebuah teori. 
c. Sosiologi bersifat teoretis, ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha menyusun 
abstraksi dari hasil observasi dan menyusunnya menjadi sebuah teori. 
d. Sosiologi bersifat non etis, yang mempersoalkan fakta tertentu untuk tujuan 
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2. Pengertian Sosiologi Hukum 
 Untuk memberikan pengertian sosiologi hukum, mengemukakan 4 pendapat 
yang mempunyai kapasitas keilmuan di bidang sosiologi Hukum. Hal itu 
diungkapkan sebagai berikut: 
Soerjono Soekanto 
“Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang seacara 
analitis dengan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara 
hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.”2 
Satjipto Rahardjo 
“Sosiologi Hukum (Sociology of law) adalah penegtahuan hukum terhadap 
pola perilaku masyaraakat dalam konteks sosialnya.”3 
R.Otje Salman 
“Sosiologi hukum adalaah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik 
antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.”4 
H.L.A Hart  
“H.L.A Hart adalah mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum. Namun 
definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosilogi hukum. Hart 
mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur 
kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang 
tampak dari kehidupan bermasyarakat.”5 
Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara 
aturan utama (primary rules) dan aturan tambahan (secondary rules). Aturan utama 
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merupakan ketentuan infirnal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang 
bertujuan untuk memnuhi kebutuhan pergaulan hidup, sedangkan aturan tambahan 
terdiri atas : 
a. Rules of recognition, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang di 
perlukan berdasarkan hierarki urutannya. 
b. Rules of change, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru. 
c. Rules of adjudication, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang 
perorangan untuk menentukann sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu 
apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat.
6
 
3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum 
Sebelum penulis menguraikan karakteristik sosiologi hokum, perlu dijelaskan 
lebih dahulu di mana letak sosiologi hokum di dalam ilmu pengetahuan. Untuk dapat 
mengetahu hal dimaksud, kita bertitik tolak dengan apa yang disebut disiplin ilmu, 




 Disiplin analitis, dapat dikemukakan contohnya: Sosiologis, psikologis, 
antropologi, sejarah, dan sebagainya: sedangkan disiplin hukum, meliputi: 
a. Ilmu-ilmu hukum yang terpecah lagi menjadi : ilmu tentang kaidah atau patokan 
tentang perilakuan yang sepantasnya, seharusnya, seyogianya, ilmu tentang 
pengertian-pengertian dasar dan system dari hukum (pengertian dasar=subjek 
hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, objek hukum, hubungan hukum), 
ilmu tentang kenyataan yang meliputi : Sosiologi hukum(ilmu yang mempelajari 
timbale balik antara hokum dengan gejala-gejala social lainnya secara empiris dan 
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analistis), antropologi hukum, (ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan 
bagaimana penyelesaiannya pada masyarakat sederhana dan masyarakat modern), 
psikologi hukum (ilmu yang mempelajari hukum positif pada masa 
lampau/Hindia Belanda sampai dengan sekarang), perbandingan hokum (ilmu 
yang membandingkan system-sistem hokum yang ada di dalam suatu Negara atau 
antarnegara). 
b. Politik hukum , yaitu kegiatan memilih dan menempatkan nilai-nilai 
c. Filsafat hukum, yaitu kegiatan merenung, merumuskan, dan menyesuaikan nilai-
nilai. 
Berdasarkan uraian diatas, dapat ditentukan bahwa letak atau ruang lingkup 
sosiologi hukum ada dua hal yaitu: 
a. Dasar-dasar sosial hukum atau basis social dari hukum. Sebagai contoh dapat 
disebut misalnya: Hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah 
Pancasila, dengan cirri-cirinya: Gotong royong, Musyawarah, dan kekeluargaan. 
b. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala social lainnya. Sebagai contoh dapat 
disebut misalnya: 
1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap gejala 
kehidupan rumah tangga. 
2) Undang-Undang No.22 Tahun 1997 dan Undnag-Undang No.23 Tahun 1999 
tentang Narkotika terhadap gejala konsumsi obat-obat terlarang dan 
semacamnya. 
3) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta terhadap gejala budaya. 






Selain itu, sejak abad ke-19 telah diusahakan oleh para sarjana sosiologi dan 
hukum untuk memeberikan batasan-batasan tertentu pada ruang lingkup sosiologi 
hukum. Pembatasan tersebut didasari oleh ilmu yang erat hubungannya dengan ilmu-
ilmu perilaku lainnya (Behavioral) seperti yang telah diungkapkan di atas.  
Pembatasan dimaksud memunculkan berbagai pendapat, secara umum dapat 
dikelompokkan pada empat pendekatan, yang biasanya dinamakan, pendekatan 




a. Pendekatan Instrumental 
Adam Podgorecki pernah menyatakan seperti yang dikutip pleh Soerjono 
Soekanto, nahwa sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu tepritis yang 
umumnya mempelajari keteraturan dari berfungsinya hukum. Tujuan disiplin ilmu itu 
dalah untuk mendapatkan prinsip-prinsip hukum dan ketertiban yang didasari secara 
rasional dan didaarkan pada dogmatism, yang mempunyai dasar yang akurat. Oleh 
karena itu, tujuan utama dari sosiologi hukum adalah untuk menyajikan sebanyak 
mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efesien. 
 Hal diatas dapat dicontohkan: seorang pembentuk hukum berkeinginan untuk 
mengurangi korban kecelakaan lalu lintas dengan mewajibkan pengemudi kendaraan 
bermotor atau beroda empat untuk senantiasa memakai sabuk pengaman saat 
menjalnakan kendaraannya. Karena itu, tanpa memakai sabuk pengaman, dapat 
mengakibatkan dijatuhkannya hukuman. Sebaliknya, bagi mereka yang senantiasa 
menggunakan sabuk pengaman, dapat diberi imbalan atas dasar kepatuhannya 
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terhadap aturan itu. Hukum yang dibentuk dapat pula ditujukan pada pabrik mobil 
yang dapat merancang pembuatan mobil sedemikian rupa sehingga aliran listrik tidak 
akan berfungsi sebelum pengemudi kendaraan tersebut memakai sabuk pengaman.  
 Berdasarkan contoh diatas, hukum merupakan suatu sarana bagi pembuat 
keputusan, demikian pula halnya studi terhadap hukum. Studi erhadap hukum harus 
berfokus pada efektivitas hukum serta akibat akibat diberlakukannya hukum-hukum 
tertentu. Lain halnya pendapat Podgorecki yang menatakan bahwa studi instrumental 
terhadap hukum san gatpenting terutama dalam masyarakat yang mempunyai system 
hukum sosialis yaitu perubahan-perubahan aturan diatur melalui peraturan 
perundang-undangan. Ada beberapa ilmuan lainnya yang sependapat dengan 
Podgorcki, misalnya G.F.A Sawyerr. Sawyerr menyatakan bahwa studi-studi 
instrumental terhadap hukum harus bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi 
yang baik bagi pelaksana hukum. Hukum harus lebih peka terhadap situasi sosioal 
sehingga hukum dapat dipergunakan untuk mengadakan dan menjalankan 




 Roscoe pound pernah menyatakan agar dipergunakan pendekatan 
instrumental, yang agak berbeda dengan yang disarankan oleh Podgorcki dan 
Sawyerr. Roscoe pounf ingin mengingatkan bahyanya bagi pemerintah untuk 
mengatur setiap aspek kehidupan keterbatsan-keterbatasan tertentu yang tidak dapat 
dilanggar karena sikap tindak yang terlampau ambisius. Oleh karena itu, setiap 
masyarakat harus dapat menentukan batas-batas penggunaan hukum. 
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 Kebanyakan studi yang dilakukan di Amerika Serikat, mempergunakan 
pendekatan instrumental tersebut. Selain itu, banyak juga ilmuwan yang mempelajari 
ada tidaknya dampak dari keputusan-keputusan pengadilan dan peraturan perundang-
undangan, untuk mengadakan perubahan-perubahan social. Hasil studi dimaksud, 
menemukan jurang pemisah antara hukum dengan yang terjadi di dalam praktik 
dehingga para peneliti menganjurkanl agar perbedaan –perbedaan tersebut diperkecil 
kalau nelum dapat dihilangkan.
10
 
b. Pendekatan Hukum Alam dan Kritikan terhadap Pendekatan Positivik 
Philip Seznick menganggap bahwa pendekatan instrumental merupakan tahap 
menengah dari perkembangan atau pertumbuhan sosiologi hukum. Tahap selanjutnya 
akan tercapai, apabila ada otonomidan kemandirian intelektual. Tahap tersebut akan 
tercapai apabila para sosiologi tidak lagi berperan sebagai tehnisi, akan tetapi lebih 
banyak menaruh perhatian pada ruang lingkup yang lebih luas. Pada tahap itu, 
seorang sosiologi harus siap untuk menelaah pengertian legalitas agar dapat 
menetukan wibawa moralnya dan untuk menjelaskan peran ilmu social dalam 
menciptkan masyarakatyang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban yang 
beriorentasi pada keadilan. Menurut Philip Seznick, legalitas merupakan sinonim dari 
rule of law. Rule of aw adalah pembatasan dari kekuasaan resmi oleh prinsip-prinsip 
rasional dari ketertiban sipil (civil order). Apabila hal demikian ada, maka tidak 
sesuatu keadaan yang kebal terhadap kritik dan pembahsan kewenangan. Legalitas 
menimbulkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai suatu tujuan. Oleh 
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karena itu, legalitas hanya berkaitan dengan “bagaimana keputusan-keputusan dan 
peraturan-peraturan dibuat dan dilaksanakan dan bukan menyangkut isinya.”11 
Cita-cita dari legalitas akan terhalang apabila warga masyarakat dipenjarakan 
proses peradilan dan jika perturan-perauran dilaksanakan untk menghukum orang-
orang yang melakukan tindakan yang pada waktu itu adalah sah. Akan tetapi, 
Legalitas adalah lebih daripada semata-mata mengikuti prosedur secara ketat, titik 
sentral dari legalitas adalah pengurangna kewenangan-kewenangan penguasa. 
Pengurangan atau pembatasan keseweng-wenangan tidak dapat disamakan dengan 
pelaksanaan peraturan-peraturan formal dan tatacara.  Keadilan formal 
mempersamakan kedudukan para pihak dan memungkinkan terjadinya prediksi 
terhadap keputusan-keputusan. Oleh karena itu, sumbangan utama legalitas adalah 
menghilangkan peraturan yang sewenang-wenang. Namun perlu bahwa hukum yang 
benar juga mempunyai akibat-akibat yang agak membahayakan. Oleh karena itu, 
akan dapat memisahkan saran dengan tujuan. Apabila hal itu terjadi, legalitas merosot 
menjadi legalism. Keadilan subtantis akan terbengkalai bila terjadi ikatan yang lebih 
kuat dengan pendukungan ekonomi dan integrasi proses hukum. Ketaatan yang 
terlampau kaku pada pelaksanaan peraturan secara mekanis, menghalangi keluasan 
system hukum untuk menyesuaikan diri denga kepentingan dan keadaan baru, atau 
untuk menyesuaikan diri dengan ketidaksamaan sosila yang terjadi. Oleh karena itu, 
dapat dianggap sewenag-wenag oleh orang-orang yang merasa kepentingannya tidak 
di perhatikan, atau seolah-olah orang berda diluar system yang bersangkutan. 
Lebih lanjut Selznick menjelaskan seperti yang dikutip oleh Soerjono 
Soekanto bahwa studi sosiologi mengenai legalitas, menduga nahwa potensi hukum 
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untuk menhkonkretkan niali-nilai, akan dapat di laksanakan secara lengkap. 
Keputusan-keputusan hukum dilaksanakan oleh manusia di dalam berbgai lembaga, 
yang mengalami tekanan-tekanan eksternal dan halangan-halangam, serta segala 
masalah batiniah yang mengakibatkan kekecewaan. Pada saat yang bersamaan, pola-
pola kehidupan tertentu ternyata lebih sesuai dengan Rule of law. Kegiatan-kegiatan 
ilmiah untuk menemukan kondisi social yang sesuai atau tidak sesuai dengan hukum, 
serta cara menyesuaikannya, merupakan tugas utama kegiatan ilmiah sosiologi 
hukum. Empat factor yang menjadi topik dalam kerangka penelitian dari legalitas, 
yaitu:  
1) Transisi dari keadaan sah ke legalitas; 
2) Konsesus rasional dan kewenangan pribadi; 
3) Kritisistem yang melembaga; 
4) Penahan diri dari yang telah melembaga. 
5) Pendekatan Paradigmatik12 
 Menurut Thomas.S.Khun, yang menyebut sebagai paradigma dominan, 
mencakup unsure-unsur keperceyaan, nilai-nilai, aturan-aturan, cara-cara, dan 
dugaan-dugaan yang dipunyai warga masyarakat tertentu. Oleh karena itu, pokok-
pokok pendekatan paradigmatic adalah: 
a. Sosiologi hukum bertugas untuk mempelajari dan mengkritik paradigm-
paradigma yang ada menjadi pedoman-pedoman kalangan profesi hukum dan 
norma-norma hukum yang menjadi dasar sistem hukum masyarakat. 
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b. Mempelajari kenyataan hukum, mengidentifikasikan perbedaan antara kenyataan 
dengan paradigm yang berlaku dan mengajukan rekomendasi untuk mengadakan 
perubahan pada perilaku atau norma. 
c. Mengajukan paradigm-paradigma yang baru 
4. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat  
Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum 
dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran 
diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak 
dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara 3 (tiga) 
macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah Mengenai pemberlakuan kaidah hukum 
menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah bahwa:
13
 
a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada 
kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut cara yang telah 
ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi 
dan akibatnya. 
b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya 
kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak 
diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan 
diakui oleh masyarakat.  
c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita 
hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.  
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Jika ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu 
hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut menurut 
Mustafa Abdullah bahwa agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar 
berfungsi harus memenuhi empat faktor yaitu:
14
 
a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri  
b.  Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan. 
c.  Fasilitas yang di harapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum 
atau peraturan tersebut. 
d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut  
B. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas 
1. Pengertian Lalu Lintas 
Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan dijalan.Dalam 
melakukan kegiatan terlebih dahulu berlalu lintas di perlukan suatu peraturan yang 
dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakatdalam berlalulintas,sehingga 
pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah 
dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerapterjadi, bahkan tidak sedikit yang 
menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian 
pelanggaran adalah perbuatan ( perkara) melanggar tindak pidana lebih ringan 
daripada kejahatan.
15
 Sedangkan pengertian lalu lintas dalam pasal 1 angka 2 
Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, gerak kendaraan dan orang di ruang 
lalu lintas jalan. 
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Lalu Lintas menurut pandangan dari W.J.S Poerdaminta adalah sebagai 
berikut: 
“Lalu lintas adalah bolak balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal 
perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, dan 
orang diruang lingkup udara, darat, dan sebagainya.”16 
Dalam pasal 1 Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan  
“Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas, sementara 
yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntuhkan 
bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas 
pendukung”17 
 
2. Pengertian Pelanggaran Lalu lintas 
 Di dalam pengertian umum yang diatur oleh UULLAJ (pasal 1 UU No.22 
Tahun 2009), tidak ditemukan adanya pengertian secara limitative tentang apa yang 
dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas. 
 Menurut Awaloedin bahwa pelnggaran lalu lintas adalah perbuatan atau 
tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu 
lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32(1) dan (2), pasal 33 (1) huruf 
a dan b, undang-undang No.14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
 Definisi pelanggaran lalu lintas yang dikemukakan oleh Awaloedin tersebut 
diatas adalah ternyata masih menggunakan rujukan atau dasar perundang-undangan 
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yang lama yakni Undang-undamg No.  14 Tahun 1992 yang telah diganti dengan 
Undang-undag No. 22 Tahun 2009 , akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu 
masukan tentang pengertian lalu lintas.
18
 
Definisi dan pengertian Tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut 
Ramlan Naning, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran tersebut yang 
dimaksud adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 326, apabila 
ketentuan tersebut dilanggar, maka dikualifikasikan sebagai pelanggaran.
19
 
 Perlunya menanamkan disiplin dalam berlalu lintas jalan bagi 
masyarakat,guna menghindari diri dari pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan 
yang dapat berakibatkan faatal terhadap diri sendiri maupun orang lain.  
Berikut ini klarifikasi yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 
tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:  
a. Klasifikasi pelanggaran ringan 
Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk satu ini 
adalah pidana maksimal 15 hari- 2 bulan atau denda maksimal Rp.100 -500 ribu. Ada 
40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang 
berbahaya dalam berkendara , tidak memakai plat motor, serta tidak mengutamakan 
pedestrian dan pesepeda. Lalu mobil yang tidak memnuhi syarat teknis, mobil yang 
tidak layak pakai, melanggar rambu lalulintas, melanggar alat pemberi isyarat lalu 
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lintas, melanggar kecepatan maksimal dan maksimun, dan tidak memiliki STNK ( 
Surat tanda nomor kendaraan ) dan tidak menggunakan helm. 
b. Klasifikasi pelanggaran sedang 
Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi 
pidan amaksiamal 3-4 tahun atau denda maksimal Rp.500 ribu–1 juta. Sedangkan 
jenis ini mencakup tidak memiliki Sim (surat izin mengemudi) tidak konsentrasi 
dalam saat berkendara, dan menerobos lampu merah. 
c. Klasifikasi pelanggaran berat 
Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau ebih 
dan denda maksimal lebih dari 1 juta . Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah 
merusak dan dan menganggu fungsi jalan., balapan liardi jalan raya, tidak 




Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
berat atau ringan hukuman bagi pelanggaran lalu lintas ( tiang) terhadap pengendara 




a. Persiapan Materil adalah persiapan hakim sebelum pengambilan keputusan 
perkara dalam siding tindak pelanggaran lalu lintas adalah mempersiapkan 
berkas dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum 
pengambilan keputusan. 
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b. Bahan Immateril adalah hakim mempersiapkan sikap untuk berada pada jalur 
penegak hukum. Hakim harus mampu menempatkan diri sebagai obyektif 
sebagai alat Negara menegakkan hukum, sehingga dalam setiap putusan 




C. Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam 
KUHP 
1. Pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas diatur menurut Undang-
undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 
2. Prosedur penyelesaian hukum terhadappelanggaran lalu lintas dalam KUHP 
berupa: 
a. pemeriksaan permulaan di lalukan ditempat kejadian,  
b. Penindakan terhadap pelanggaran menggunakan formulir tilang atau blangko 
tilang yang berisi catatan-catatan penyidik. 
c. Proses pemeriksaan dan pemanggilan persidangan pengadilan 
d. Penyitaan dalam pelanggaran lalu lintas jalan Menurut KUHP pasal 38 dan 
mengenai pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas 
diatur dalam pasal 215. 
Pada prinsipnya keberadaan lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan 
khusunya anak sekolah dapat ditekan semaksimal mungkin.  Dalam acara 
pemeriksaan pelanggaran lalu lintas berlaku ketentuan hukum sebagaimana diatur 
dala pasal 211 sampai 216 KUHAP. Setiap pelanggaan di bidang lalu lintas dan 
                                                          
22





angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana 
denda berdasarkan penetapan pengadilan.
23
 




1. Perkara pelanggaran lalu lintas dilimpahkan oleh penyidik kepolisian ke 
pengadilan negeri atas perintah jaksa. 
2. Setelah perkara disidangkan dan telh diputus hakim, maka selanjutnya pelanggar 
membahar denda yang dibebankan kepadanya kepada petugas kejaksaan yang 
merupakan eksekutor dalam menangani uang denda tilang perkara pelanggaran 
lalu lintas jalan.  
3. Petugas kejaksaan menrima uang denda tilang dari pelanggar dn menyetorkan 
uang denda tilang tersebut kepada bendahara khusus di kejaksaan untuk 
disetorkan kepada kas negara. 
Penerapan sanksi pidana yang di lakukan anak sekolah mengacu kepada 
ketentuan UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak  dan sanksi pidana yang di 
jatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran , keadilan, dan kesejatraan 
sosial. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu yang harus 
mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib 
mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan laporan 
dari pembimbing kemasyarakatan dan untuk sanksi dapat dikenakan sanksi pidana 
dan sanksi tindakan. Penerapannya sendiri harus dibedakan dengan penerapan sanksi 
terhapap sanksi orang dewasa. Kesimpulannya, Undang-undang tentang peradilan 
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anak yang mengatur prosedur penyelesaian tindak pidana secara formal dilakukan 
anak dimulai dari tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di 
pengadilan, dan pelaksanaan hukuman pada dasarnya telah mengatur perlakuan 
khusus yang harus diterapkan pada anak demi kepentingan terbaik anak. Sedangkan 
Diversi dan restorative justice merupakan penyelesaian tindak pidana secara non 
formal untuk menghindari trauma bagi anak selama proses peradilan. Tindakan ini 
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap semua pihak sehingga 
tercapai keadilan. Untuk penerapan sanksi pidana terhadap anak yang meakukan 
pelanggaran lalu lintas, hakim harus mempertimbangkan segal hal yang menyangkut 
anak tersebut  seperti keadaan anak, keadaan keluarga, keadaan lingkungan dan juga 
laporan dari lembaga kemasyarakatan setempat.
25
 
D. Dasar Hukum pelanggaran lalu lintas  
 Dasar hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja ataupun 
tidak diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau 
kesalahan yang terdapat dalam pasal 316 (1) Undang-undang No.22 Tahun 2009 yang 
diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut : 
Pasal 274 
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
kerusakab atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28(1) 
dipidana penjara paling alam 1 tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000.00 ( 
dua puluh empat juta rupiah) 
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(2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 
berlaku pula bagi setiap orang ysng melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana di maksud dalam pasal 28 
ayat (2) 
Pasal 275 ayat (1) 
Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada 
fungsi rambu lalu lintas , marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas , fasilitas pejalan 
kaki, dan pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksudpasal 28 (2) dipidana 
dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.00 ( dua 
ratus lima puluh rupiah) 
Pasal 276 
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek 
tidak singgah diterminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dengan kurungan 
paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh 
rupiah). 
E. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas 
1. Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum 
 Dalam prespektif kriminologi, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang 
melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi mencakup setiap 
perbuatan anti social yang merugikan masyarakat, meskipun perbuatan tersebut 
belum atau tidak diatur oleh Undang-Undang atu hukum pidana. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa peranan polisi dalam menegakkan hukum memiliki posisi yang 






 Polisi merupakan aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan 
masyarakat. Polisi diberi ruang hukum untuk mengambil berbagai tindakan yang 
diperlukan menurut pertimbangan sesaat pada saat kejadian berlangsung. Berdasrkan 
kewenangan tersebut, polisi diperbolehkan untuk melaukan penagkapan dan 
penahanan terhadap orang yang dicurigai melakukan tindak kejahatan berdasarkan 
bukti-bukti dan aturan hukum yang telah ditetapkan.Sedangkan upaya yang dilakukan 
polisi lalu lintas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah di 
Kab.Gowa adalah dengan cara menggelar patroli lalu lintas secara teratur dan dalam 
pemberian sanksi pada pelanggar sepeda motor oleh anak sekolah sesuai dengan 
pelanggarannya. Selain itu patroli lalulintas dilakukan pada saat jam padat lalu lintas. 
Menurut sifat tuganya patroli lalu intas dilakukan secara mandiri dan gabungan. 
Saran yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas yaitu perlunya memiliki sikap 
kesadaran berlalu lintas pada masyarakat maupun anak sekolah yang ada di Kab. 
Gowa demi tercapainya kondisi aman, lancar, tertib, dan selamat di jalan raya. Selain 
itu sikap mental aparat kepolisian harus diperbaiki demi tegaknya hukum dan dalam 
pemberian sanksi yang diberikan pada pelanggar lalu lintas sesuai pelanggrannya.
26
 
2. Tugas Dan fungsi Polisi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tangan khusus 
dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesifikasi) daritangan 
polisi pada umumnya. “Karena kepada polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus 
ini maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula, akan tetapi, walaupun 
demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang 
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dibebankan kepada setiap anggota POLRI. Karena itu berhadapan keadaan yang 
dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya polisi lalu lintas pun 
harus bertindak. 
Polisi lalu lintas adalah bagian dari polisi Kota dan mewujudkan susunan 
pegawai-pegawai lalu lintas di jalan. Tugas polisi lalu lintas dapat dibagi dalam dua 
golongan besar yaitu:  
a. Operatif:  
1) Memeriksa kecelakaan lalu lintas  
2) Mengatur lalu lintas  
3) Menegakkan hukum lalu lintas.  
b. Administratif  
1) Mengeluarkan surat izin mengemudi  
2) Mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor membuat statisfic/ grafik dan 
pengumpulan data yang berhubungan dengan lalu lintas.
27
 
Polisi dalam menjalankan tugasnya harus selaku apparat penegak hukum 
harus berlandaskan pada UU RI No.2 tahun 2002 tentang undang-undang kepolisian 
Negara. Berdasarkan UU tersebut, yang dimaksud dengan kepolisian adalah seperti 
tertera dalam UU RI Tahun 2002 tentang kepolisian Negara:  
Pasal 1  
“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”28 
Adapun tugas polisi lalu lintas sebagai berikut: 
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(1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 
(2) Memberikan perlindungan hukum, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. 
(3) Menegakkan hukum29 
Pasal 14 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, 
kepolisian Negara republik Indonesia bertugas: 
(1) Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan 
masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 
(2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan 
kelancaran lalu lintas di jalan. 
(3) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 
(4) Melindungi jiwa raga, harta, benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari 
gangguan ketertiban atau bencana termasuk bantuan dan pertolongan dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). 
(5) Melaksanakan tugas lain-lain sesuia dengan peraturan perundang-undangan 30 
Penegakan hukum sebagai sarana untuk menciptakan tujuan hukum, maka 
sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk 
mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum.Kegagalan hukum untuk mewujudkan 
nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. 
Hukum yang miskin implementasinya terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta 
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terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menetukan serta 
menjadikan barometer legitimasi hukum di tengah-tengah legalitas sosialnya. 
Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, polisi dituntut 
menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat , karena menegakkan wibawa 
hukum, pada hakekatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, 
polisi juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum. 
Profesionalisme merupakan kualitas dan tindak lanjut yang merupakan ciri 
utama dari orang yang profesional. Profesional polri adalah sikap, cara berpikir 
tindakan, dan perilaku, pelaksanaan pemolisiannya dilandasi ilmu kepolisian, yang 
diabdikan pada kemanusiaan atau melindungi harkat dan martabat manusia sebagai 
aset utama bangsa dalam wujud terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan tegakknya 
hukum. 
Profesionalisme polri sangat diperlukan dalam penegakan hukum dengan 
adanya Profesionalisme ini diharapkan anggota Polri dapat melaksanakan fungsi dan 
peranannya sehingga masyarakat meraskan keberadaan polri dan merasa aman ( 
secure and safe) dalam menegakkan hukum tidak pandang bulu.
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Dapat dilihat secara jelas tentang begitu banyaknya dan begitu eratnya 
keterkaitan antara polisi dan warga masyarakat sehingga memang sudah sangat 
selayaknya dalam berbgaia sektor keduanya menjalin hubungan sebagai mitra antara 
yang satu dengan yang lainnya demi untuk terwujudnya keamanan dan ketertiban 
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat yang dilakukan oleh aparat kepolisian . Allah SWT berfirman dalam 
surah (Q.S Al’Isra:12) 
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َاىۡهَعَج َ ٱ َمۡيَّن  َٱ َرَا ٍَّىن  ََتياَء َٓاو ُۡ َحََمف ِِۖهَۡيَتياَءٱ ِمۡيَّن  ََتياَء َٓاىۡهَعَج َٱ ِرَا ٍَّىن 
 َدَدَع ْاَُُمهَۡعِتن َ  ۡمُكِّب َّر ه ِّم ٗلَٗۡضف ْاَُُغتَۡبتِّن ٗةَرِصۡبُمٱ َهِيى ِّسن  َٱ  َباَسِحۡن  ٖءۡيَش َّمُك َ
 ٗلٗيِصَۡفت ًُ ََٰىۡه ََّصف ٢١  
Terjemahnya: 
 “Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan 
tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kami mencari 
karunia dari Tuhanmu, dan supaya kami mengetahui bilangan tahun-tahun dan 
perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.”32 
Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan dunia ini berdasarkan tata 
tertib, hikmah, ukuran, dan aturan yang sangat terperinci. Siang dan malam, masing-
masing muncul tepat pada waktunya dan berdasarkan jadwal yang teratur. Manusia 
juga harus menjalani hidup berdasarkan program yang teratur dan terencana sehingga 
dapat mensyukuri seluruh rejeki dan nikmat Allah SWT dengan memanfaatkannya 
dengan benar. Namun manusia mengambil keputusan tergesa-gesa tanpa dibekali 
pengetahuan yang benar tentang aturan dan ketertiban dalam penciptaan, selain tidak 
dapat menggapai manfaat dan kebaikan, manusia justru akan terjerumus dalam 
keburukan. 
3. Penegakan Hukum Di Indonesia 
 Menurut Immanuel Khant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang 
dengan ini kehendak bebas dari orang-orang yang satu dapat menyesuaikan diri 
dengan kehendak bebas bagi orang lain, menurut peraturan hukum tentang 
kemerdekaan.
33
 Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar 
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kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum 
dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi juga karena 
pelanggaran hukum. Dalamhal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalu 
penegakan hukum inilah menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum, ada 3 unsur 
yang harus diperhatikan, yakni Kemanfaatan (zweckmassigket) Keadilan 
(gerechtigkeif) dan kepastian hukum (Rechtssicherhet). Hukum harus ditegakkan dan 
dilaksanakan.  
Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya 
peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku “Fit Justitia et 
pereat mundus “(meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang di 
inginkan oleh kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hokum, 
karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya 
masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. 
Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, 







 Di dalam norma agama, terdapat beberapa ayat dalam Al-qu’ran yang berisi 
tentang kemaslahatan dan keadilan yang merupakan inti dari hukum islam di 
antaranya terdapat dalam surah An-Nissa: 58 
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 ِساَّىنٱ َهَۡيب ُمتۡمَكَح اَِذإ َ  َاٍِه ٌۡ َأ ٓ ََٰىِنإ ِت ََٰى َََٰمۡلۡٱ ْاَ ُّدَُؤت َنأ ۡمُكُرُمَۡأي َ َّللَّٱ َِّنإ۞
 مُُكظَِعي ا َّمِِعو َ َّللَّٱ َِّنإ  ِلۡدَعۡنِٱب ْاُُمُكَۡحت َنأ اٗريَِصب ا ََۢعيِمَس َناَك َ َّللَّٱ َِّنإ ٓۗٓۦًِ ِب٨٥  
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan menyuruh kamu diantara manusia menetapkan 
hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang 
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha 
melihat”. (Q.S An- Nisaa’: 58).35 
Soerjono soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah mencakup 
proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di siding pengadilan 
negeri, upaya hukum dan eksekusi. Selain itu juga penegak hukum kearah tegaknya 
hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban 
dan ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 
Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap 
kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan 
ditetapkan hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan 
perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu 
pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitip beratkan kepada 
perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta 
keseimbangan dan keserasian. Menekankan pada kepentingan masyarakat akan 
mengabaikan kepentingan individu, sedangkankan menitipberatkn pada perlindungan 
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Penegakan hukum menurut di sutau negara menurut Satjipto Rahardjo 
idealnya dilihat sebgai proses yang interaktif, apa yang dipertontonkan kepada 
masyarakat sebagai hail penegkan hukum itu tidak dapat diterima sebagai hasil karya 
penegak hukum sendiri, melainkan suatu hasil bekerjanya proses saling 
mempengaruhi diantara berbagai komponen yang terlibat di dalam proses.
37
 
Menurut Satjipto Rahardjo bahwa proses interaktif tiap-tiap komponen yang 
terlihat dalam proses penegakan hukum, apat berlangsung baik jika kesiapan dan tiap-
tiap komponen tersebut cukup cukup memadai, jika tidak demikian maka peranan 
hukum baik di dalam mempertahankan kestabilan maupun di dalam menunjang atau 
mengarahkan pembangunan tidak akan efektif. Oleh karena itu, jika menuntut 
peranan penegak hukum di dalam pembangunan maka juga harus menuntut perhatian 
terhadap pembinaaan atau pembangunan di dalam bidang hukum secara terpadu dan 
konsistentermasuk putusan hakim yang progresif dan berdasarkan hati nurani. Unsur 
penegakan hukum ini memegang peranan dan fungsi yang vital dalam 
penyelanggaraan negara hukum khusunya di bidang peradilan. Masyarakat Indonesia 
mendambakan terciptanya suatu negara hukum yang baik, di mana salah satu 
indikatornya adalah menyelanggarakan peradilan yang benar dan berkeadilan 
berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Fungsi penegakan hukum bersinergi dan 
setaraf di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Undang-
undang sehingga dalam melaksanakan visi dan misinya tidak saling bersinggungan 
tetapi sebaiknya dapat bersinergi optimal dan kersajasama yang opik di antara 
penegak hukum tersebut. Hal yang perlu dibina dan dikembangkan adalah selain 
menghormati dan menjunjung tinggi eksitensi setiap unsur penegak hukum 
                                                          
37
Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah. Polisi, Pelaku Dan Pemikir, (Jakarta Gramedia Pustaka 





masyarakat, budaya hukum positif harus diciptakan koordinasi dan pengawasan 
terhadap penegakan hukum di Indonesia. Rakyat membutuhkan perlindungan hukum 
baik dari perbuatan pemerintah maupun perbuatan antara merekasebagai warga 
negara. Oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat dan penegak hukum merupakan 
syarat mutlak untuk mewujudkan cita-cita negara hukum dalam praktek. Guna 
mewujudkan kinerja penegak hukum yang dapat menjawab tuntutan prubhan dan 
perkembangan masyarakat dalam era reformasi disegala bidang maka tuntutan 
terbesar yang utama dan terutama yang di hadapi adalah sumber daya manusia dan 
profesionalisme tuntutan aspirasi masyarakat sehingga penegak hukum dapat 
beribawa dan dicintai masyarakat, sehingga melekat dan kental dengan nilai-nilai 
pemenuhan masyarakat. Keterkaitan antara penegak hukum dan masyarakat terhadap 
aparat penegak hukum dengan masyarakat itu sangat erat oleh karena itu sering di 




Dalam Khazanah teori hukum pidana, tujuan hukum pidana termanifestasi 
kepada tiga aliran pemikiran hukum pidana. Pertama, aliran klasik, secara historis 
aliran ini merupakan reaksi terhadap ancient regime yang arbitrair pada abad ke-18 di 
Prancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksaman hukum dan 
ketidakadilan. Aliran ini terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun secara 
sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum.
39
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 Penegakan hukum dalam neegara dilakukan secara preventif dan represif. 
Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan 
pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umunya diberikan 
pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Penegkan hukum represif dilakukan 
apabila ada usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran 
hukum. Berdasrkan hal ini, maka hukum haruslah ditegakkan secara represif oleh 
alat-alat penegak hukumyang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif 
pada tingkatnya operasionalnya (pelaksanaannya) di dukung dan melalui berbagai 
lembaga yang secara organitoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap 
berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan, sampai pada lembaga permasyaratan. 
 Soerjono Soekanto membuat perincian factor-faktor yang mempengaruhi 
penegakan hukum sebagai berikut: 
a. Faktor hukumnya sendiri 
Dalam hal ini apakah secara kuantitatif atau kualitatif peraturan yang 
mengatur mengenai lalu lintas sudah cukup. Dari peraturan perundang-undangan 
yang ada tentang peraturan lalu lintas atau angkutan jalan yang terbaru yakni tahun 
2009 ,emjadikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas 
menjadi komplit dan sesuai dengan kondisi masa kini.Secara umum peraturan hukum 
yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis dan fisolofi. 
1) Secara Yuridis 
Setiap peraturan hukum yang berlaku harus lah bersumber pada peraturan 
yang lebih tinggi tingkatannya . ini berarti bahwa setiap peraturan hukum yang 





derajatnya. Misalnya Undang-undang di Indonesia dibentuk oleh Presiden dengan 
persetujuan DPR ( dewan perwakilan rakyat). 
2) Secara sosiologis 
Bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat 
kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diberlakukan menurut 
“Anerkennungstheorie the recognition theory”Teori ini bertolak belakang dengan 
Machttheori power theory menyatakan bahwa peraturan hukum mempunyai kelakuan 
sosilogis , apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh 
warga masyarakat. 
b. Faktor penegakan hukum  
Petugas penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting, karena 
walaupun peraturannya sudah baik tetapi penegak hukum kurang baik maka akan 
timbul masalah. Demikian pula sebaliknya jika peraturannya kurang baik tapi petugas 
penegaknya baik dapat pula meimbulkan masalah. Dalam hal ini meskipun peraturan 
mengenai hal ini meskipun peraturan mengenai lalu lintas sudah sangat baik tapi 
petugas penegak hukum tidak melaksanakantugas dan wewenangnya dengan baik 
maka potensi pelanggaran lalu lintas akan selalu ada. Peraturan mengenai lalu lintas 
yang tertuang pada No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah 
sangat baik. Namun pelanggaran lalu lintas masih tetap saja rawan terjadi hal ini tidak 
terlepas dari peranan penegak hukum yang tidak begitu tegas atau tidak maksimal 
dalam menjalankan tugasnya. 
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 
Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan penegakan 





faktor pendukung, misalnya kertas, tinta, kendaraan, komputer dan sebagainya.Dalam 
hubungan ini kerap terjadi suatu peraturan sudah diperlukan sedang fasilitas yang 
akan mendukung pelaksanaan peraturan tersebut terssedia. Hal ini demikian dapat 
terjadi bahwa suatu peraturan diadakan untuk memperlancar prosese tetapi karena 
fasilitas tidak cukup, maka akan terjadi adalah justu kemacetan-kemacetan seperti 
halnya, kurang motor patroli dalam memperlancar polisi dalam melaukan patroli, 
pengawasan dan pengejaran apabila  ada pelanggar yang mencoba menghindar atau 
melarikan diri, dengan demikian fasilitas sangatlah penting. 
d. Faktor masyarakat 
Warga masyarakat sebaiknya bisa bekerjasama dengan aparat kepolisian 
dalam mematuhi segala peraturan yang ada agar tercipta efektivitas hukum sehingga 
terjadi kesimbangan antara masyarakat dan aparat penegak hukum yang berwenang. 
e. Faktor kebudayaan 
Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum 
berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai 
apa yang dianggap baik ( sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga 
dihindari).Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari huk adat 
yang berlaku. Di samping itu, berlaku pula huku tertulis (perundang-undangan) yang 
dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempuyai kekuasaan dan 
wewenang untuk itu. Yakni hasil karya cipta dan rasanya yang didasarkan pada karsa 




E. Pengertian Anak 
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Pengertian anak menurut UUD 1945 tetapat dalam pasal 34 yang berbunyi “ 
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung 
makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus 
dilindungi,dipelihara,dan dibina untuk mencapai kesejatraan anak. Dengan kata lain 
anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 
Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitro 
menjabarkan sebagai berikut, ketentuan UUD 1945 ditegaskan peraturannya dengan 
dikeluarkannya UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejatraan Anak , yang berarti makna 
anak ( pengertian tentang anak) yaitu sesorang yang harus memperoleh hak-hak yang 
kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan 
wajar baik secara rahasia, jasmaniah amaupun sosial. Atau anak juga berhak atas 
pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, atau anak juga 
berhak atas pelayanan atas mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak 
juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan 
maupun sesudah ia dilahirkan.
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Anak merupakan amanah dari Allah Swt yang diberikan kepada setiap 
orangtua,anak juga buah hati,anak juga cahaya mata,tumpuan harapan serta 
kebanggaan keluarga.Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan 
diharapkan  dapat membawa kemajuan dimasa mendatang.Anak juga merupakan 
ujian bagi setiap orangtua sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surah al-Anfal 
ayat 28  : 
 َٱ ْا ُٓ َُمهۡع  ََّنأ َ  َٞتىِۡتف ۡمُكُد
ََٰن َۡ َأ َ  ۡمُُكن ََُٰ َۡمأ ٓاَمََّوأٱ َ َّللَّ  ُيَدىِعٓۥ  ٞميِظَع ٌرَۡجأ١٥  
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“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai 
cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”. (Q.S Al-Anfal;28)42 
Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
pasal 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum cukup berusia 18 (delapan belas 
tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah 
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskrimasi. Bertitik tolak dari konsepsi meletakkan kewajiban memberikan 
perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprenhentif, undang-undang ini 
meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas sebagai 
berikut : 
1. Nondiskriminatif 
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak 
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan 
4. Penghargaan terhadap pendapat anak. 
Perkembangan Usia anak hingga dewasa dapat diklarifikasikan menjadi empat 
yaitu: 
1. Anak seorang yang berusia di bawah 12 tahun 
2. Remaja dini, seorang yang berusia 12-15 tahun 
3. Remaja penuh , seorang yang berusia 15-17 tahuun 
4. Dewasa muda, seorang anak yang berusia 17-21 tahun 
5. Dewasa, seorang berusia diatas 21 tahun 
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Menurut pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.3 tahun 1997, nampaknya 
belum dewasa itu sama pengertiannya ketika umurnya belum mencapai 18 tahun. 
Oleh karena itu seorang yang melakukan dan berbuat kesalahan,hingga batas usia 
tersebut Hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan berikut ini, yaitu 
: 
1. Anak itu dikembalikan pada orang tua atau walinya, dengan tidak dijatuhi 
hukuman suatu apapun. 
2. Anak itu djadikan anak negara 
Tidak dijatuhi hukuman, akan tetapi akan diserahkan kepada rumah 
pendidikan anak-anak nakal untuk mendapatkan didikan dari negara sampai umur 18 
tahun, hal ini hanya dapat dilakukan bila anak itu telah berbuat suatu kejahatan atau 
pelanggaran yang termaksud dalam pasal ini dan sebagai residive. 
3. Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa. 
Dalam hal ini, ancaman hukumannya paling lama (satu perdua) dari 
maksimun ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan matode penelitian kualitatif. Penelitian 
kualitatif adalah matode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah  (sebagai lawannya dalah 
eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan 
data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 
induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 
generalisasi. 
Lokasi Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di 
Kabupaten Gowa 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini, jenis pendekatan yang digunakan adalah kolaborasi 
pendekatan normatif dan sosiologis dimana penulis lebih menekankan atau mengkaji 
permasalahan atau objek yang diteliti. 
C. Matode Pengumpulan Data 
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 
(dua) jenis data, yakni: 
1. Data Primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui 




2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis pada berbagai literatur yang 
berkaitan dengan pelanggaran lali lintas oleh anak sekolah. 
a. Tehnik pengumpulan data 
 Dalam peneltian ini, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data 
dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
1) Observasi 
Observasi adalah proses penngamatan dan pencatatan secara sistematis 
mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik 
pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan 
dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reabilitasi) dan 
kesahihannya (validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang 
tersusun dari proses-proses psikologis dan biologis. Dalam menggunakan teknik 
observasi, hal terpenting yang harus diperhatikan ialah mengendalikan pengamatan 
dan ingatan si peneliti. 
2) Wawancara 
Tehnik wawancara yang di gunakan dalam penelitian kualitatif adalah 
wawancara mendalam. Wawancara mendalam (indepeth interview) adalah proses 
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawan sambal 
bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, 
dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana informan 
terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. 
Pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi atau hasil wawancara 
terhadap para petugas Polisi Lalu lintas atau pihak-pihak yang diberikan atau 




Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-
dokumen yang berhubungan atau arsip-arsip yang berhubungan dengan data-data 
yang diperlukan, dalam hal ini data yang di peroleh dari arsip-arsip tersebut 
digunakan dalam gambaran umum tentang keadaan wilayah. Studi dokumentasi 




D. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian 
adalah peneliti sendiri sehingga peneliti harus “divilasi” terhadap peneliti, meliputi 
pemahaman matode penelitian kualitatif , penguasaan kekuasaan terhadap bidang 
yang akan diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara 
akademik maupun logikanya. 
E. Pengujian keabsahan  
1. Meningkatkan ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan secara lebih cermat dan 
berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa 
akan dapat direkam dengan cara sistematis. 
2. Menggunakan Bahan Referensi 
Yang diamksud dengan Bahan Referensi disini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah di temukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data 
hasil wawancara dan observasi yang telah ditemukan oleh peneliti. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Faktor-Faktor Yang Menyebakan Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Yang 
Dilakukan Oleh Anak Sekolah Di Kabupaten Gowa 
Penulis melakukan penelitian dengan cara membagikan kusioner di SMP dan 
SMA di Kabupaten Gowa terkait dengan masalah pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh anak sekolah di Kec.Bontolempangan yang merupakan bagian  
Kabupaten Gowa. Adapun hasil penelitian yang dapat dilihat dalam bentuk tabel 
dibawah ini:  
Tabel Siswa SMP NEGERI 4 BONTOLEMPANGAN 
Pertanyaan Jawaban  jumlah 
Ya  tidak netral 
Apakah anda menagetahui adanya peraturan 
lalu lintas ? 
30 -  30 orang 
apakah anda sudah mempunyai sim ? - 30 - 30 orang 
Apakah anda membawa kendaraan kesekolah? 16 14  30 orang 
Apakah orangtua anda memberi izin 
membawa kendaraan kesekolah? 
8 8 14 30 orang 
Apakah sekolah anda membolahkan siswanya 
membawa kendaraan kesekolah ? 
- 30 - 30 orang 
Apakah anda sering melakukan pelanggaran 
lalu lintas, misalnya tidak menggunakan helm 
atau berkendara lebih dari dua orang ? 




Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa tingkat pemahaman mengenai 
peraturan lalu lintas tersosialisasikan dengan baik sehingga anak sekolah paham 
khususnya ditingkat SMP yaitu : 
1. Dari 30 anak semuanya mengetahui adanya peraturan lalu lintas. 
2. Dari 30 anak semuanya tidak mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi 
3. Dari 30 siswa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, 16 siswa 
mengatakan membawa kendaraan kesekolah dan 14 siswa yang tidak 
membawa kendarran kesekolah.  
4. Dari 30 siswa yang menjadi sample, 8 anak yang diberi izin oleh orangtuanya 
untuk membawa kendaraan kesekolah, 8 siswa yang tidak diberi izin 
membawa kendaraan, selebihnya ada 14 siswa yang tidak membawa 
kendaraan kesekolah atau menggunakan transportasi umum. 
5. Dari 30 siswa yang dijadikan sampel, semua (30 siswa) mengatakan tidak 
diberi izin untuk membawa kendaraan kesekolah. Kemudian untuk alasan ada 
siswa yang membawa kendaraan kesekolah sedangkan ada aturan yang 
melarang untuk membawa kendaraan kesekolah yaitu siswa tersebut 
menyimpan kendaraanya diluar lingkungan sekolah sehingga pihak sekolah 
tidak mengetahui bahwa siswa tersebut tmembawa kendaraan kesekolah. 
6. Dari 30 siswa yang dijadikan sampel, 16 dari jumlah siswa yang membawa 
kendaraan kesekolah ada 4 siswa mengatakan sering melakukan pelanggaran 
lalu lintas, 12 siswa yang tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Kemudian 
untuk 14 siswa lainnya tidak melakukan pelanggaran dikarenakan siswa 




Tabel  Siswa SMA YASPIB BONTOLEMPANGAN 
Pertanyaan YA TIDAK 
Apakah anda mengetahui adanya pelanggaran lalu lintas 70 orang - 
Apakah anda sudah mempunyai SIM ( surat izin 
mengemudi) 
20 orang 50 orang 
Apakah  anda membawa kendaraan ke sekolah 47 orang 23 orang 
Apakah orang tua anda memberi izin membawa 
kendaraan kesekolah 
58 orang 12 orang 
Apakah sekolah anda memperbolehkan siswanya 
membawa kendaraan kesekolah 
70 orang - 
Apakah anda sering melakukan pelanggaran lalu lintas 
misalnya tidak menggunakan helm atau mengendatai dari 
dua orang 
5 orang 65 orang 
 
Dari hasil penelitian terhadap SMA dapat dilihat bahwa tingkat 
pemahaman mengenai peraturan lalu lintas cukup tinggi artinya peraturan lalu 
lintas telah tersosialisasikan dengan baik sehingga anak sekolah paham akan 
adanya peraturan lalu lintas. 
Melihat tabel diatas hasil kusioner menunjukkan bahwa: 
a. Dari 70 semuanya mengetahui adanya peraturan lalu lintas 
b. 20 anak mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) dan 50 anak tidak 
mempunyai SIM. 
c. 47 anak membawa kendaraan sekolah sedangkan 23 anak tidak membawa 
kendaraan ke sekolah. 
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d. 58 anak diperbolehkan membawa kendaraan ke sekolah selebihya 12 anak 
tidak diperbolehkan. 
e. Dari 70 anak semuanya menjawab sekolah memperbolehkan membawa 
kendaraan ke sekolah. 
f. 5 anak sering melakukan pelanggaran selebihnya 65 anak tidak pernah 
melakukan pelanggaran. 
Apabila tabel SMA dan SMP digabungkan maka dapat dilihat sebagai 
berikut: 
Pertanyaan YA TIDAK 
Apakah anda mengetahui adanya pelanggaran lalu lintas 100 orang - 
Apakah anda sudah mempunyai SIM ( surat izin 
mengemudi) 
20 orang 80 orang 
Apakah  anda membawa kendaraan ke sekolah 47 orang 53 orang 
Apakah orang tua anda memberi izin membawa 
kendaraan kesekolah 
75 orang 25 orang 
Apakah sekolah anda memperbolehkan siswanya 
membawa kendaraan kesekolah 
70 orang 30 orang 
Apakah anda sering melakukan pelanggaran lalu lintas 
misalnya tidak menggunakan helm atau mengendatai dari 
dua orang 
19 orang 81 orang 
 
Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa salah satu faktor yang 
mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Kab. 
Gowa yaitu adanya kebebasan dari orang tua membuat anak tersebut mengendarai 
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kendaraan padahal anak tersebut belum memenuhi persyaratan untuk berkendara. 
Dalam Penelitian ini penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala 
Sekolah di SMA YASPIB BONTOLEMPANGAN penulis menanyakan pendapat 
guru terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah beliau 
menjawab terkadang orang tua tidak paham akan adanya peraturan lalu lintas 
terhadap anak di bawah umur, dan juga adanya faktor lingkungan dimana anak 
tersebut tinggal atau pergaulannya. Penulis juga menanyakan mengapa di SMA 
YASPIB BONTOLEMPANGAN membiarkan siswanya membawa kendaraan ke 
sekolah di lihat dari data kusioner yang penulis bagikan ke siswa SMA YASPIB 
BONTOLEMPANGAN, kepala sekolah menjawabnya sebenarnya di sekolah tidak 
memperbolehkan siswanya membawa kendaraan ke sekolah tetapi lokasi Sekolah 
bukan Jalur angkutan umum dan rata-rata rumah siswa jaraknya jauh dari sekolah 
dan pihak sekolah memaklumi alasan tersebut.
1
 
Selanjutnya Penulis juga melakukan wawancara kepada orang tua yang 
membiarkan anaknya mengendarai kendaraan ke sekolah jika ia tidak membiarkan 
anaknya membawa kendaraan ke sekolah sulit baginya mengantar jemput anaknya 
karena kesibukannya  membuatnya membiarkan anaknya membawa kendaraan 
kesekolah, dia juga sadar akan bahaya yang ditimbulkan anaknya jika mengendarai 
kendaraan mengingat anaknya belum cukup umur untuk memenuhi persyaratan 
berkendara tetapi dia selalu mengingatkan anaknya untuk selalu berhati-hati jika 
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Maka faktor-faktor yang menpengaruhi pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh anak sekolah di Kab.Gowa yaitu: 
1. Faktor Keluarga 
Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, 
mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan 
utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam 
perkembangan anak. Peran keluarga sangat penting sekali dalam pengaruh 
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Alasannya bila orang tua tidak 
membiarkan anaknya yang masih dibawah umur mengendarai sepeda motor maka 
peluang pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. penulis menyimpulkan bahwa anak 
sekolah berpotensi melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya 
dukungan orang tua/keluarga, hal ini dapat dilihat ketika orang tua mengetahui 
bahwa anaknya mampu mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini 
namun tidak memberi pengawasan yang ketat terhadap anak untuk tidak membawa 
kendaraan bermotor, terlebih lagi orang tua yang dengan sengaja mengajarkan 
anaknya mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini. 
Dari sini dapat dilihat bahwa anak yang masih dibawah umur masih sangat 
membutuhkan pengertian dan pengawasan dari keluarga karena dengan adanya 
pengawasan dari keluarga maka si anak akan lebih terarah, selain itu keluarga juga 
mempunyai peranan besar terhadap perkembangan anak itu sendiri, karena jika orang 
tua tidak mendukung dan menfasilitasi , maka si anak tidak mungkin membawa 
kendaraan dan melakukan pelanggaran karena kurangnya pengetahuan berlalu lintas. 
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2. Faktor Pendidikan dan Sekolah 
Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa para anak, atau 
dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik 
pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau 
bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang 
berhasilnya sistem pendidikan disekolah- sekolah. 
Dalam konteks demikian, Sekolah adalah tempat pendidikan anak ke dua 
setelah lingkungan keluarga/rumah tangga si anak itu sendiri. Selama mereka 
menempuh pendidikan disekolah, terjadi interaksi antara anak dan sesamanya, 
interaksi yang mereka lakukan disekolah sering menimbulkan efek samping yang 
negative terhadap perkembangan mental si anak. 
Perilaku dari anak itu sendiri yang kurang memahami aturan berlalu lintas dan 
kurang pedulinya orang tua dan pihak sekolah. Dari data kusioner penulis jelas 
bahwa sekolah juga memiliki peran yang penting sehingga sekolah harusnya bisa 
lebih memberikan batasan kepada si anak bahwa dilarang membawa kendaraan ke 
sekolah. Jadi penulis menyimpulakan bahwa peran sekolah juga tidak kalah 
pentingnya dalam hal memberikan izin untuk membawa kendaraan ke sekolah. Dan 




3. Faktor Pergaulan atau Lingkungan Anak 
Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap remaja, terutama 
dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Anak menjadi delikuen 
karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuannya 
                                                          
3
Abin Syamsuddin Maknum, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2000),h.3 
54 
 
memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukkan perilaku 
yang buruk, sebagai produknya para anak tadi suka melanggar peraturan, norma 
sosial dan hukum formal. Para anak menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari 
transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan 
dan memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas anak bergaul semakin intensif 
relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya 
asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-
benar menjadi nakal. Dalam hal ini peranan orang tua untuk menyadarkan dan 
mengembalikan kepercayaan anak tesebut serta harga dirinya sangat diperlukan. 
Perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindar dari 
pengaruh- pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang  baik.  
B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilkukan Oleh Anak Sekolah 
di Kabupaten Gowa 
Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 1 bahwa 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu 
lintas, angkiutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas 
dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. 
Pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah masih kerap terjadi di Kabupaten 
Gowa ironisnya pelanggaran justru dominan dilakukan siswa berseragam, minimnya 
pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas membuat mereka sering melakukan 
pelanggaran dan juga umur mereka yang belum cukup untuk memiliki SIM (Surat 
Izin Mengemudi) yaitu salah satu syarat kelengkapan dalam berkendara, berikut 
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bentuk-bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh anak sekolah yaitu:
4
 
1. Menerobos Lampu Merah 
Lampu lalu lintas atau traffi light merupakan sebuah komponen vital 
pengaturan lalu intas. Namun ironisnya, pelanggaran terhadap lampu lintas ini justru 
menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan 
pengguna kendaraan bermotor. Sedang terburu-buru serta tidak kmelihat lampu sudah 
berganti warna, adalah beberapa alasan yang sering terlontar darisi pelanggar. 
2. Tidak Menggunakan Helm  
UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah mengatu 
rmengenai kewajiban pengendara untuk penggunaan helm berstandar Nasional 
Indonesia (SNI). Bahkan dalam UU tersebut dengan jelas tertera pula sanksi jiika 
pengemudi tidak mengenai helm, maka ia bias dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250. 000. Namun, pada 
prakteknya, lagi-lagi aturan ini sering di abaikan. Rata-rata beralasan, mereka enggan 
menggunakan helm karena jarak tempuh yang dekat serta merasa tidak nyaman.  
3. Tidak Membawa Surat Kelengkapan Berkendara 
Aksi tilang yang dilakukan pihak kepolisian juga sering terjadi terhadap 
pengendara yang tidak membawa surat-surat berkendara seperti Surat Izin 
Mengemudi (SIM) serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berbagai operasi 
yang tengah gencar dilakukan aparat acap kali mendapati pelanggaran semacam itu. 
Banyak diantara mereka yang belum memiliki SIM karena belum cukup usia, namun 
memaksakan diri untuk mngendarai sepeda motor. Hal ini tentunya bias 
membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.  
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4. Melawan Arus (Contra Flow)  
Di Kota Sungguminasa (Ibu Kota Kabupaten Gowa), para pengendara sepeda 
motor acap kali bersikap seenaknya di jalanan dengan “melawan arus”. Mereka 
seolah tutup mata dengan adanya pengendara lain yang berjalan berlawanan arah 
dengan mereka.  
5. Melanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas 
Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu linta sacap kali terjadi. Parkir di 
bawah rambu dilarang parker serta berhenti di depan tanda larangan stop sudah 
menjadi aktivitas yang sering dilakukan. Padahal menurut ketentuan Pasal 287 Ayat 
(1) UU No. 22 Tahun 2009, jenis pelanggaran tersebut bias terancam hukuman 
pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.- 
6. Boncengan tiga atau lebih 
Mengangkut penumpang lebih dari satu, sebagaimana disebut dalam Pasal 106 
ayat 9, dipidana dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan atau ndenda paling banyak 
Rp 250.000. 
7. Ngebut atau Kebut-kebutan di Jalan Raya 
Di dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (”UU LLAJ”) mengatakan setiap orang yang 
mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan kecepatan 
minimal. Seturut dengan hal tersebut Pasal 115 UU LLAJ juga menyatakan 
Pengemudi Kendaraan bermotor di jalan dilarang mengemudikan Kendaraan 
melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud 
Pasal 21 danPasal 115 huruf a UU LLAJ
5
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8. Tidak Menggunakan Spion 
Pentingnya kesadaran menggunakan kaca spion saat berkendara seringkali 
diabaikan. Padahal kaca spion dapat membantu pengemudi untuk memastikan bahwa 
kondisi saat itu kondusif untuk membelokkan kendaraan. Hal ini juga berguna untuk 
meminimalisi terjadinya kecelakaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 285 ayat 1, pengendara akan ditilang atau 
didenda sebesarRp. 250.000- jika kendaraannya tidak dilengkapi dengan kaca spion. 
9. Berkendara Melewati Trotoar 
Seyogyanya trotoa rmerupakan tempat bagi pejalan kaki. Namunn yatanya, 
hak pejalan kaki juga di serobotoleh para pengendara motor. Dengan tanpa merasa 
bersalah, mereka mengendarai kendaraannya diatas trotoar sehingga memaksa pejalan 
kaki untuk mengalah dengan alasan menghindari kemacetan. Untuk mengantisipasi 
hal tersebut, saat ini banyak kampanye uang menyerukan pengembalian trotoar 
sebagai sarana bagi para pejalan kaki. 
Seperti yang kita lihat tabel di bawah ini yaitu data jumlah pelanggaran lalu 
lintas yang dilakukan oleh anak sekolah yang terjadi dari tahun 2012 sampai dengan 
2016: 
























Berdasarkan gambar grafik diatas pelanggaran yang di lakukan oleh anak 
SMP pada tahun 2012 tercatat 562 orang, pada tahun 2013 tercatat 392 anak, tahun 
2014 tercatat 318 anak, Tahun 2015 114 dan pada tahun 2016 tercatat 431 
anak.sedangkan pada pelanggaran yang dilakukan anak SMA pada tahun 2012 
tercatat 586 anak, tahun 2013 tercatat 1329, tahun 2014 tercatat 543 anak, tahun 2015 
tercatat 1068 anak, tahun 2016 tercatat 679 anak.
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C. Upaya Dan Peranan Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi 
Dalam hal upaya menanggulangi perilaku anak sekolah yang tidak taat dan 
kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk 
memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), maka aparat dalam hal ini polisi lalu lintas 
harus melakukan upaya-upaya. Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan 
Cressey ada dua metode yang digunakan yaitu:
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1. Upaya Preventif 
Bentuk pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dimana peran 
satuan lalu lintas polisi Resor Kab.Gowa dalam menanggulangi pelanggaran lalu 




Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah 
terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik 
daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana 
semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu 
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 Nursyamsu Alam (35 tahun) Polantas PolresGowa, Wawancara, sungguminasa, 19 Juni 
2017 
7
Romli Atmasasmita, Teoridan Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung:PT. Eresco,1995 ),h.43 
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diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat 
beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan 
oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomi. 




a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan 
dorongan-dorongan sosial atau tekanan- tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang 
dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. 
b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas 
kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-
gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial 
ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang 
harmonis. 
Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa 
kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan 
sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat 
dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi 
mutlak dilakukan. Sedangkan faktor- faktor biologis, psikologis, merupakan faktor 
yang sekunder saja. 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap Bapak 
Nursyamsu Alam sebagai Kasat Lantas Polres Gowa menurut beliau upaya yang 
dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang 
                                                          
9
Bambang Mulyodo,Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi,Psikologi, 
Teologis Dan Penanggulannya, ( Jakarta: Bina Askara,1996),h.67 
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dilakukan oleh anak sekolah yaitu sebagai berikut : 
1. Melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah yaitu 
"Goes To School” 
2. Melaksanakan kegiatan Irup Sekolah yaitu Aparat Kepolisian yang menjadi 
Inspektur Upacara di Sekolah-sekolah. 
3. Membudayakan siswa-siswi untuk menjadi PKS yaitu Patroli Keamanan Sekolah. 
4. Meningkatkan Pengetahuan tertib berlalu lintas dan lomba cerdas-cermat tentang 
lalu lintas 
Seperti yang kita lihat wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa upaya 
yang di sebutkan Bapak Nur Syamsualam termasuk upaya preventif karena sifatnya 
preventif melalui ajakan, bimbingan dan arahan.
10
 
Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha 
yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan 
ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika 
dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-
ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga 
disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa 
keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. 
2. Upaya Represit 
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara 
konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan . Penanggulangan dengan 
upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan 
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perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan 
yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan 
masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan 
melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat . 
Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem 
peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 
(lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, 
pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang 
terangkai dan berhubungan secara fungsional. 
Penegakan hukumya: melaksanakan penertiban kepada siswa- siswi yang 
belum memenuhi persyaratan berkendara yang bekerja sama dengan dinas 
pendidikan dan pihak sekolah. 
Bila dalam upaya untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang dilakukan 
oleh anak sekolah di Kabupaten Gowa dengan cara preventif masih saja banyak 
ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas maka dalam hal ini aparat kepolisian 
harus melakukan upaya represif untuk menindaki anak sekolah yang melakukan 
pelanggaran agar ada efek jerah yang dirasakan oleh anak yang melakukan 
pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu aparat kepolisian 
melakukan : 
1. Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri sebagai undangan 
kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang di 
pengadilan negeri, serta sebagai alat bukti penyitaan atas barang yang di sita oleh 
pihak kepolisian kepada si anak yang melanggar. 
2. Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai SIM ( Surat 
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Izin Mengemudi) melihat umur mereka belum cukup untuk memiliki SIM. 
3. Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas tetapi berjanji tidak 
akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan bahwa 
tertulis tidak akan melanggar lagi. 
Adapun peranan aparat kepolisian terhdap pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh anak sekolah yaitu : 
1. Melaksanakan Kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk oprasi disekolah-
sekolah. 
2. Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas 
3. Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas. 
Bagaiamanapun bentuk upaya dan peranan yang dilakukan aparat kepolisian 
dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak 
sekolah di Kabupaten Gowa adalah cara aparat kepolisian untuk meminimalisir 
terjadinya pelanggaran lalu lintas karena berdasarkan fakta yang ada sebagian besar 
kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas.
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Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan di atas, maka 
disimpulkan sebagai berikut: 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh 
anak sekolah di Kabupaten Gowa yakni sebagai berikut: 
1) Faktor Keluarga: anak melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari 
adanya dukungan orang tua/keluarga, semestinya mereka memberi 
pengawasan terhadap anak untuk tidak membawa kendaraan bermotor. 
2) Faktor Pendidikan dan Sekolah: sekolah memiliki peran yang sangat penting, 
sehinnga seharusnya sekolah memberi batasan kepada si anak dan melarang 
membawa kendaraan ke sekolah. 
3) Faktor Pergaulan atau Lingkungan Anak: pergaulan dan lingkungan 
mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak karena semakin luas 
anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal dan akan 
mendapatkan dampak yang buruk terhadap anak tersebut. 
Bentuk-bentuk pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di 
Kabupaten Gowa: 
1) Menerobos lampu merah 
2) Tidak menggunakan helm  
3) Tidak membawa surat kelengkapan berkendara 
4) Melawan arus (Contra Flow)  




6) Boncengan tiga atau lebih 
7) Ngebut atau kebut-kebutan dijalan raya 
8) Tidak menggunakan spion 
9) Berkendara melewati trotoar 
Upaya dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam 
menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah yaitu: 
1. Upaya Preventif, upaya ini merupakan langkah awal yang diambil oleh aparat 
kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh anak sekolah, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi 
penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah- sekolah yaitu "Goes To School”, 
agar mereka paham tentang berkendara baik dan benar. 
2. Upaya Represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk menindak 
langsung anak sekolah yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna 
untuk memberi efek jerah terhadap anak sekolah yang melakukan 
pelanggaran. 
B. Saran 
1. Perlunya dilakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada anak sekolah yang 
berkaitan dengan aturan-aturan lalu lintas agar tidak ada lagi kasus 
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Kabupaten Gowa 
dan tercipta tata tertib dalam berlalu lintas mengenai prosedur yang safety 
dalam berlalu lintas. 
2. Peranan orang tua sangat penting di dalam perkembangan anak olehnya itu 
orang tua seharusnya melakukan pengawasan yang lebih oleh anak apabila 




dalam suasana lingkungan yang berada disekitarnya. Selain itu sangat perlu 
bagi orang tua memberikan wawasan kepada anak mengenai berlalu lintas 






Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan di atas, maka 
disimpulkan sebagai berikut: 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh 
anak sekolah di Kabupaten Gowa yakni sebagai berikut: 
1. Faktor Keluarga: anak melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari 
adanya dukungan orang tua/keluarga, semestinya mereka memberi 
pengawasan terhadap anak untuk tidak membawa kendaraan bermotor. 
2. Faktor Pendidikan dan Sekolah: sekolah memiliki peran yang sangat penting, 
sehinnga seharusnya sekolah memberi batasan kepada si anak dan melarang 
membawa kendaraan ke sekolah. 
3. Faktor Pergaulan atau Lingkungan Anak: pergaulan dan lingkungan 
mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak karena semakin luas 
anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal dan akan 
mendapatkan dampak yang buruk terhadap anak tersebut. 
Bentuk-bentuk pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di 
Kabupaten Gowa: 
1. Menerobos lampu merah 
2. Tidak menggunakan helm  
3. Tidak membawa surat kelengkapan berkendara 
4. Melawan arus (Contra Flow)  
5. Melanggar rambu-rambuLalu Lintas 
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6. Boncengan tiga atau lebih 
7. Ngebut atau kebut-kebutan dijalan raya 
8. Tidak menggunakan spion 
9. Berkendara melewati trotoar 
Upaya dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam 
menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah yaitu: 
1. Upaya Preventif, upaya ini merupakan langkah awal yang diambil oleh aparat 
kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh anak sekolah, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi 
penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah- sekolah yaitu "Goes To School”, 
agar mereka paham tentang berkendara baik dan benar. 
2. Upaya Represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk menindak 
langsung anak sekolah yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna 
untuk memberi efek jerah terhadap anak sekolah yang melakukan 
pelanggaran. 
B. Saran 
1. Perlunya dilakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada anak sekolah yang 
berkaitan dengan aturan-aturan lalu lintas agar tidak ada lagi kasus 
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Kabupaten Gowa 
dan tercipta tata tertib dalam berlalu lintas mengenai prosedur yang safety 
dalam berlalu lintas. 
2. Peranan orang tua sangat penting di dalam perkembangan anak olehnya itu 
orang tua seharusnya melakukan pengawasan yang lebih oleh anak apabila 
mengendarai kendaraan dan memperhatikan segala kegiatan anak terutama 
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dalam suasana lingkungan yang berada disekitarnya. Selain itu sangat perlu 
bagi orang tua memberikan wawasan kepada anak mengenai berlalu lintas 
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